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PUTUSAN
Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SUSWANTO, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal 4 Juli 1967, Jenis
Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Tempat Tinggal di Dusun Wonosari RT 001 RW 005, Desa
Koripan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;

2. SRIYANI, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal 20 Juli 1970, Jenis
Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal di Dusun Wonosari RT 001 RW 005, Desa Koripan,
Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;

3. SUGIYANTI, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal 17 Juni 1976, Jenis
Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Tempat Tinggal di Dusun Wonosari RT 001 RW 005, Desa
Koripan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;

4. WAHYU SUSILO NUGOHO, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal 2
Mei 2000, Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Wonosari RT
003 RW 001, Desa Koripan, Kecamatan Susukan,
Kabupaten Semarang;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uni
Lestari Rachmadyati, S.H., Advokat. yang berkantor di “UNI
LESTARI R & REKAN" yang beralamat di JI. Potrosari |, RT
006, RW 002, Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan
Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut
sebagai PARA PENGGUGAT;

LAWAN:

SUKIR MASNURI, Jenis kelamin LakiHaki, Dahulu bertempat tinggal di
Dusun Semagu RT 05 RW 04 Desa Koripan, Kecamatan
Susukan, Kabupaten Semarang. sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12

Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Ungaran pada tanggal 19 Desember 2022 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2022/PN

Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari bapak Sugiyanto Parman
(Almarhum) sebagaimana Surat Keterangan Waris yang disaksikan dan
dibenarkan oleh Kepala Desa Koripan pada tanggal 28 November 2022 serta
dicatat oleh Camat Susukan pada tanggal 29 November 2022;

2. Bahwa semasa hidup bapak Sugiyanto Parman (Almarhum) pada tanggal 7 Mei
2019 membeli sebidang tanah dan bangunan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor
323 yang terletak di Dsn Wonosari Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten
semarang Propinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 3.040 m2 (tiga ribu
empat puluh meter persegi) dari seorang bemama Sukir Masnuri (Tergugat)
seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan syarat sah
perjanjian adalah sebagai berikut:

- Kesepakatan kehendak : dimaksud agar suatu kontrak dianggap Sah oleh
hukum, kedua belah pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa
yang diatur oleh kontrak tersebut;

- Kecakapan berbuat menurut hukum : bahwa pihak yang melakukan
kontrak haruslah orang yang oleh hukum memegang wewenang membuat
kontrak ;

- Obyek / perihal tertentu : di maksud suatu kontrak haruslah berkenan
dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum;

- Kausa yang diperbolehkan : bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan
maksud / alasan yang sesuai hukum yang beraku;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut perjanjian yang dibuat antara penggugat
dengan tergugat sudah memenuhi ke empat — empatnya yang di syaratkan oleh
pasal 1320 di atas sehingga gugatan pengesahan jual beli ini haruslah diterima
dan dikabulkan;

4. Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas berbatasan dengan :

Utara : Tanah Dinpono
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Selatan  : Tanah Kusman

Barat : Tanah Basuni

Timur : Tanah Kemat, Bisri

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara

5. Bahwa sejak jual beli di bawah tangan sampai sekarang Pajak Bumi dan
Bangunan dibayar oleh bapak Sugiyanto Parman (Almarhum) (orang tua / kakek
Para Penggugat);

6. Bahwa setelah perjanjian jual beli di bawah tangan, bapak Sugiyanto Parman
(Almarhum) (orang tua/kakek Para Penggugat) menguasai Objek perkara sampai
sekarang;

7. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Bapak Sugiyanto Parman meninggal dunia
sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-07102021-0030 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang
tertanggal 8 Oktober 2021;

8. Bahwa saat ini Para Penggugat sebagai ahli waris dari bapak Sugiyanto Parman
berkehendak membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 323 yang terletak di Dsn
Wonosari Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Propinsi
Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 3.040 m2 (tiga ribu empat puluh meter
persegi) yang semula nama pemegang hak adalah Sukir Masnuri menjadi nama
pemegang hak adalah ahli waris Bapak Sugiyanto Parman yaitu :

1. Ngatmi

2. Suswanto

3. Sriyani

4. Murniyati (Almarhumah) yang digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris yaitu
a. Wahyu Susilo Nugroho
b. Diana Widyaningrum

5. Sugiyanti

9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas
sebidang tanah dan bangunan Objek perkara tersebut diatas yang diperoleh
dengan cara jual beli dibawah tangan, maka Para Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk mensahkan jual beli tersebut agar
memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan dasar untuk pengurusan
pengurusan proses balik nama tanah dan bangunan objek perkara di kantor
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Semarang;

10. Bahwa oleh karena objek perkara berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri
Kabupaten Semarang di Ungaran maka kami mengajukan gugatan pengesahan
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jual beli ini pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran karena
masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran,
sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Ungaran cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo
berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli di bawah tangan antara Bapak
Sugiyanto Parman (Almarhum) (orang tua / kakek Para Penggugat) dengan
Bapak Sukir Masnuri (Tergugat) atas Sertipkat Hak Milik Nomor 323 yang
terletak di Dsn Wonosari Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten semarang
Propinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 3.040 m2 (tiga ribu empat puluh
meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Dinpono
Selatan : Tanah Kusman
Barat : Tanah Basuni
Timur : Tanah Kemat, Bisri
3. Menghukum pihak ketiga yang berkaitan dengan perkara tersebut di atas untuk
tunduk patuh terhadap putusan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
SUBSIDAER:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat
diwakili oleh Kuasanya tersebut telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan Relaas
Panggilan Kepada Tergugat Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Unr., tanggal 20 Desember
2022, tanggal 20 Januari 2023, dan panggilan umum melalui surat kabar tertanggal
21 Februari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak pemah hadir di
persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor
01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir sebagaimana
tersebut di atas, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadimya Tergugat;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan surat
gugatannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadimya
Tergugat, namun Para Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-
dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Para Penggugat beralasan dan
tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali gugatannya, Para
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3322030407670001, atas nama
Suswanto, S.Pd, tanggal 07 September 2016, (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322033008086799, dengan kepala keluarga
Suswanto, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Pit. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 02 Mei 2016, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3322036007700004, atas nama Sriyani,
(Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322033008087108, dengan kepala keluarga
Qomaruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 01 Juli 2022, (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3322-KM-07122016-0005 atas nama
Murniyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Semarang pada tanggal 08 Desember 2016, (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3322030205000001, atas nama Wahyu
Susilo Nugroho, tanggal 16 Maret 2020, (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1411/2000 atas nama Wahyu Susilo
Nugroho, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang
pada tanggal 09 Mei 2000, (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322033008087076, dengan kepala keluarga
Suparjo, yang dikeluarkan oleh PIt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 08 Desember 2016,
(Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3322035706760002, atas nama
Sugiyanti, tanggal 17 November 2012, (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3322-KM-07102021-0030 atas nama
Sugiyanto Parman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 08 Oktober 2021, (Bukti

P.10);
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11. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang menerangkan perihal ahli waris
almarhum Sugiyanto Parman, tertanggal 28 November 2022, yang disaksikan

dan dibenarkan oleh Kepala Desa Koripan dan Camat Susukan, (Bukti P.11);

12. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah HM: 323 atas nama Sukir

Masnuri dengan luas + 3.040 m’ yang terletak di Dusun Wanasari Desa

Koripan dari Bapak Sugiyanto Parman kepada Sukir Masnuri, tanggal 07 Mei

2019, (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: 495/04/05/2019, tanggal 07

Mei 2019, antara Sukir Masnuri dengan Sugiyanto Parman, (Bukti P.13);

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 323 atas nama pemegang hak Sukir Masnuri,

(Bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 2022, Nomor SPPT (NOP): 33.22.090.022.003-00640, tanggal 03 Juni

2022, (Bukti P.15);

Menimbang, bahwa untuk fotokopi Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.15 telah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata hasilnya sesuai dan cocok dengan aslinya, dan
telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian
yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana di atas,
untuk mempertahankan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan saksi-
saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing atas nama:

1. Saksi Muh Yuni:
Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak
ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Wonosari, Desa Koripan sejak tahun
1995;

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi di persidangan ini sehubungan
dengan gugatan Para Penggugat selaku ahli waris Alm, Sugiyanto Parman
kepada Tergugat terkait pengesahan jual beli tanah antara Alm. Sugiyanto
Parman dengan Tergugat;

- Bahwa Alm. Sugiyanto Parman meninggal dunia pada tahun 2021 dan
semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Suswanto
selaku Penggugat |, Sriyani selaku Penggugat |l, Mumiyati yang telah
meninggal dunia pada tahun 2015, dan Sugiyanti selaku Penggugat Il.
Kemudian, Almh. Mumiyati mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Wahyu
Susilo Nugroho selaku Penggugat IV dan Diana Widyaningrum yang masih
berusia di bawah umur;
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- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah
Sertipikat Hak Milik No. 323 atas nama Tergugat dengan luas + 3.040 m?
(tiga ribu empat puluh meter persegi) tersebut terletak di Dusun Wonosari,
Desa Koripan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;

Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu:
o Batas sebelah utara adalah tanah milik Dinpono.
o Batas sebelah timur adalah tanah milik Kemat dan tanah milik Bisri.
o Batas sebelah selatan adalah tanah milik Kusman.
o Batas sebelah barat adalah jalan kampung yang berbatasan
dengan tanah milik Basuni;

- Bahwa Alm. Sugiyanto Parman membeli tanah tersebut secara tunai pada
tanggal 07 Mei 2019 seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri penandatanganan perjanjian jual beli
tanah tersebut;

- Bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut tidak dilakukan dihadapan Notaris

tetapi dilakukan di bawah tangan di Balai Desa Koripan;
Bahwa hubungan Alm. Sugiyanto Parman dengan Tergugat yaitu Tergugat
dahulu permah mengontrak di rumah Alm. Sugiyanto Parman. Kemudian,
Tergugat pergi entah ke mana untuk jangka waktu yang lama. Pada tahun
2019, Tergugat pulang kembali ke Dusun Wonosar untuk menjual
tanahnya yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 323 kepada Alm.
Sugiyanto Parman. Setelah itu, Tergugat pergi lagi dan sampai dengan
sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa tanah Sertipkat Hak Milik No. 323 adalah milik Tergugat sendiri
sebelum dibeli oleh Alm. Sugiyanto Parman;

Bahwa selama ini tidak ada pihak lain diluar perkara ini yang
mempermasalahkan kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa saat ini yang menguasai obyek sengketa adalah anak-anak Alm.
Sugiyanto Parman;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui dokumen-dokumen terkait
bukti P.11, P.13, P.14 dan P.15:

2. Saksi Edi Nugroho:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah tetangga Para Penggugat;

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi di persidangan ini sehubungan
dengan gugatan Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Sugiyanto Parman
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kepada Tergugat terkait pengesahan jual beli tanah antara Alm. Sugiyanto
Parman dengan Tergugat;
Bahwa Alm. Sugiyanto Parman meninggal dunia pada tahun 2021 dan
semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Suswanto
selaku Penggugat |, Sriyani selaku Penggugat Il, Murniyati yang telah
meninggal dunia pada tahun 2015, dan Sugiyanti selaku Penggugat III.
Kemudian, Almh. Mumiyati mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Wahyu
Susilo Nugroho selaku Penggugat IV dan Diana Widyaningrum yang masih
berusia di bawah umur;
Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah
Sertipikat Hak Milik No. 323 atas nama Tergugat dengan luas + 3.040 m?
(tiga ribu empat puluh meter persegi) tersebut terletak di Dusun Wonosari,
Desa Koripan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu:

o Batas sebelah utara adalah tanah milik Dinpono.

o Batas sebelah timur adalah tanah milik Kemat dan tanah milik Bisri.

o Batas sebelah selatan adalah tanah milik Kusman.

o Batas sebelah barat adalah jalan kampung yang berbatasan

dengan tanah milik Basuni;

Bahwa Alm. Sugiyanto Parman membeli tanah tersebut secara tunai pada
tanggal 07 Mei 2019 seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut tidak dilakukan dihadapan Notaris
tetapi dilakukan dibawah tangan di Balai Desa Koripan;

- Bahwa hubungan Alm. Sugiyanto Parman dengan Tergugat yaitu Tergugat
dahulu pemah mengontrak di rumah Alm. Sugiyanto Parman. Kemudian,
Tergugat pergi entah ke mana untuk jangka waktu yang lama. Pada tahun
2019, Tergugat pulang kembali ke Dusun Wonosari untuk menjual
tanahnya yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 323 kepada Alm.
Sugiyanto Parman. Setelah itu, Tergugat pergi lagi dan sampai dengan
sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No. 323 adalah milik Tergugat sendiri
sebelum dibeli oleh Aim. Sugiyanto Parman;

Bahwa selama ini tidak ada pihak lain di luar perkara ini yang
mempermasalahkan kepemilikan tanah tersebut;

- Bahwa saat ini yang menguasai obyek sengketa adalah anak-anak Alm.
Sugiyanto Parman;
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- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui dokumen-dokumen terkait
bukti P.11, P.13, P.14 dan P.15;
Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan
pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulan tertanggal 9 Mei 2023;
Menimbang, bahwa disamping mendengarkan keterangan saksi-saksi,
mempelajari dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat,
Majelis Hakim pada tanggal 14 April 2023 telah melakukan Pemeriksaan Setempat
(descente) terhadap tanah obyek sengketa dan memperoleh fakta-fakta yuridis
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa akhimya Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada
hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang
terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap
termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa
Para Penggugat adalah ahli waris Alm. Sugiyanto Parman yang telah meninggal dunia
pada tanggal 8 Juli 2021 dan semasa hidupnya yaitu pada tanggal 07 Mei 2019 telah
membeli sebidang tanah seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 323 atas nama Sukir
Masnuri dengan luas + 3.040 n?? (tiga ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di
Dusun Wonosari, Desa Koripan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, namun
sebelum jual beli tanah tersebut dibalik nama ke atas nama Alm. Sugiyano Parman,
Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggainya dan sampai sekarang tidak
diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Para Penggugat
maka permasalahan pokok dalam gugatan Para Penggugat adalah apakah benar
telah terjadi jual beli sebidang tanah Sertipikat Hak Millk No. 323 atas nama Sukir
Masnuri antara Alm Sugiyanto Parman dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memertimbangkan pokok gugatan Para
Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan terlebih dahulu
yaitu tentang legal standing Para Penggugat;
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Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan
bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Aim. Sugiyanto Parman, sehingga
mempuyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kematian
Sugiyanto Parman dan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Warisan, dihubungkan
dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, telah ternyata bahwa Para
Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Sugiyanto Parman sehingga mempunyai legal
standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara tersebut diatas
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara,
Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang Majelis anggap ada
hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak ada
hubungannya dengan pembuktian pokok perkara, tidak Majelis dipertimbangkan dan
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok — Pokok Agraria pada intinya
menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu
pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai
hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak
yang memenuhi:

1. Asas Tunal
Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah
dilakukan pada saat yang sama. Selain itu, asas ini mempunyai arti pembayaran
dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan
dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga
tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran
sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun
suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran;
2. Asas Terang
Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara
terbuka dan tidak ditutup-tutupii. Asas terang ini terpenuhi ketika jual beli tanah
dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) karena sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
(selanjutnya disebut PP tentang Pendaftaran Tanah), jual beli tanah harus
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dilakukan dihadapan PPAT. Hal tersebut mempunyai fungsi sebagai:

1. Jaminan atas kebenaran tentang status tanah, pemegang hak dan
keabsahan bahwa pelaksanaan jual beli tanah dilakukan sesuai hukum yang
berlaku dan telah memenuhi asas terang;

2. Perwakilan dari warga desa sebagai bentuk dari asas publisitas, untuk jual
beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT minimal terdapat 2 (dua) orang
saksi yaitu terdin dari Kepala Desa/Camat dan seseorang dalam wilayah
desa dimana terdapat tanah yang menjadi objek jual beli;

Asas tunai dan terang sebagaimana telah dielaskan diatas terwujud dalam
akta jual beli tanah yang ditandatangani para pihak dan dilakukan dihadapan PPAT,
sekaligus menjadi bukti bahwa telah terjadi proses pemindahan hak atas tanah dari
penjual kepada pembelinya disertai pembayaran sesuai harga tanah yang telah
disepakati;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, jual beli tanah pada dasamya tetap sah
meskipun tidak dituangkan dalam akta jual beli dihadapan PPAT, hal tersebut
dikarenakan jual beli tanah sama saja dengan perjanjian jual beli pada umumnya
dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320
KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, mempunyai kecakapan untuk
melakukan perbuatan hukum, adanya objek yang disepakati, dan perjanjian tersebut
tidak melanggar ketentuan hukum, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah
Agung RI No. 952/K/SIP/1975. Tanggal 12 Juni 1975 yang kaidah hukumnya
menyatakan bahwa jual beli menurut hukum adat sah apabila dilakukan secara riil dan
tunai serta diketahui oleh kepala desa, begitu juga dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa untuk
sahnya jual beli tanah, tidak mutiak harus dengan akta yang dibuat oleh dan
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti
dan jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap
sah, jadi hak miliknya berpindah dari si penjual kepada si pembeli, asal saja jual beli itu
memenuhi syarat-syarat materiil (baik yang mengenai penjual, pembeli maupun
tanahnya);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah jelas bahwa jual
beli tanah yang dibuat dibawah tangan atau dengan kata lain tidak dibuat dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah, asal dilakukan secara riil dan tunai
serta diketahui oleh kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 tentang Surat Perjanjian
Jual Beli Tanah Nomor: 495/04/05/2019 tanggal 7 Mei 2019 dan bukti P.12 berupa
Kuitansi Pembayaran sebidang tanah HM 323 atas nama Sukir Masnuri, dihubungkan
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dengan keterangan saksi Muh Yuni, telah temyata bahwa pada tanggal 7 Mei 2019
telah terjadi jual beli sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 323 Desa Koripan atas
nama Sukir Masnuri antara Sugiyanto Parman dengan Tergugat dengan harga Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan perjanjian jual beli tanah tersebut
disaksikan oleh Kepala Desa Koripan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya secara tunai jual beli tanah
tersebut maka asas tunai telah terpenuhi begitu juga dengan disaksikannya perjanjian
jual beli tanah tersebut oleh Kepala Desa, maka asas terang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka menurut Majelis, Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil
gugatannya bahwa benar antara Alm. Sugiyanto Parman dengan Sukir Masnuri telah
terjadi jual beli sebidang tanah Sertipikat Hak Milk 323 Desa Koripan dan perjanjian
jual beli tanah tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Para
Penggugat sebegai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu, Para Penggugat memohon agar
Majelis Hakim “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”:

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam
petitum tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan dalam
petitum ini mempunyai hubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya. Untuk bisa
mempertimbangkan petitum ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-
petitum lainnya. Oleh karenanya, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan
petitum lainnya dan terakhir baru akan mempertimbangkan petitum ini, apakah
dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua), Para Penggugat memohon
agar Majelis Hakim “Menyatakan sah menurut hukum jual beli dibawah tangan antara
Bapak Sugiyanto Parman (Almarhum) (orang tua / kakek Para Penggugat) dengan
Bapak Sukir Masnuri (Tergugat) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 323 yang lerfetak di
Dsn Wonosari Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang”;

Menimbang, bahwa petitum kedua ini telah Majelis pertimbangkan dalam
pertimbangan pokok gugatan dan telah terbukti maka petitum ini berdasarkan hukum
untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga), Para Penggugat memohon
agar Majelis Hakim “Menghukum pihak ketiga yang berkaitan dengan perkara tersebut
di atas untuk tunduk patuh terhadap putusan ini”;

Menimbang, bahwa suatu putusan pengadilan adalah mengikat bagi pihak-
pihak yang ada kaitannya dengan perkara tersebut, sehingga para pihak tersebut
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harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan, dengan demikian petitum ketiga ini
beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat), Para Penggugat memohon
agar Majelis Hakim “Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut
hukum®:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, pihak yang kalah
dalam suatu gugatan, dihukum untuk membayar biaya perkara dan dalam perkara ini
Tergugat adalah pihak yang kalah maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar
biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan,
sehingga dengan demikian petitum ini berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Para Penggugat
dikabulkan maka terhadap petitum kesatu gugatan ini berdasar untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 1320 HIR serta peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan;
MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli dibawah tangan antara Bapak
Sugiyanto Parman (Almarhum) dengan Bapak Sukir Masnuri (Tergugat) atas
sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 323 yang terletak di Dusun
Wonosari Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dengan
luas kurang lebih 3.040 m2 (tiga ribu empat puluh meter persegi) dengan
batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Dinpono;
Selatan : Tanah Kusman;
- Barat : Tanah Basuni,
Timur : Tanah Kemat, Bisri;
3. Menghukum pihak ketiga yang berkaitan dengan perkara ini untuk tunduk dan
patuh terhadap putusan ini;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp. 3.055.000,00 (tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Sayuti,
S.H. sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 158/Pdt.G/2022/PN Unr.,
tanggal 19 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023,
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diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan
dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Laila Nurul Jihan,
S.H., MH,, sebagai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa hadimya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Ttd. Ttd.
Mas Hardi Polo, S.H. Sayuti, SH.
Tid.

Reza Adhian Marga, S.H., MH.
Panitera Pengganti,

Ttd.
Laila Nurul Jihan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. BiayaPendaftaran : Rp  30.000,00
2. BiayaATK : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp  900.000,00
4. Biaya PNBP : Rp  30.000,00
5. BiayaPS : Rp 2.000.000,00
6. Biaya Materai . Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi :Rp  10.000.00
Jumiah Rp 3.055.000,00 (tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);
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